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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan
Pada tahun 1969 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu Badan yang menangani masalah pembangunan yang disebut badan Perancang Pembangunan daerah (BAPPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 163 Tahun 1969 tanggal 16 Agustus 1969, Badan ini merupakan embrio dari Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah Jawa Barat. 
BAPPEDA Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang didirikan pada tahun 1972. Melalui penyempurnaan organisasi oleh Provinsi Jawa Barat maka lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perancang Pembangunan Kota Madya yang disebut Bappemko untuk Kotamadya dan Bappemka untuk Kabupaten.
BAPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal yang ditetapkan dengan SK Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 tahun 1972, setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sedangkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, SK Gubernur masih tetap berlaku .Surat Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan Pembangunan DATI II untuk diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan DATI I dan BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan  DATI II atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No.27 Tahun 1980, yaitu:
1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu.
Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Perda No. 21 tahun 1981 dan Perda No. 24 tahun 1981 telah mengalami penyesuian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berkedudukan di Daerah Tingkat II Bandung merupakan Badan Staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya daerah Tingkat II Bandung. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai hubungan fungsional dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nsional) maupun dengan BAPPEDA Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.
2.1.1. Visi dan Misi
Visi
“Terwujudnya BAPPEDA Sebagai Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Kredibel Dalam Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat”.
Misi
1.	Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah kota Bandung yang  profesional ;
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan  pembangunan yang memadai;
3.	Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah  yang terintegrasi dan transparan;
4.	Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah,  antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat; dan
5.	Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dengan dunia usaha dalam dan luar negeri.


2.1.2. Tugas dan Fungsi Pokok
Tugas Pokok
Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  Fungsi Pokok
  Fungsi dari BAPPEDA berdasarkan Perda No. 21 dan Perda No. 24 Tahun     1981 adalah: 
1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum Pelita Daerah menyusun Repelita Daerah dan menyusun Program Tahunan Daerah;
2. Mengkoordinasikan perencanaan diantara dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, instansi dan Badan lain yang berada di Wilayah Daerah Tingkat II Bandung;
3.  Menyusun RAPBD Tingkat II bersama sama dengan Bagian Keuangan;
4.  Melaksanakan koordinasi dan mengadakan penelitian bagi kepentingan pembangunan di daerah; 
5. Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah  untuk menyempurnakan perencanaan selanjutnya;
6.  Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
7. Melakukan kegiatan lainnya dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

2.2.  Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan tanggung jawab fungsional secara tegas, karena merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok suatu organisasi (Bastian, 2006:451).
Adapun pengertian lainnya, Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.
Adapun Empat elemen dalam struktur organisasi yaitu :
1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja
2. Adanya standardisasi kegiatan kerja
3. Adanya koordinasi kegiatan kerja
4. Besaran seluruh organisasi.
Adapun struktur organisasi BAPPEDA kota Bandung menurut Struktur Organisasi Berdasarkan PP NO. 41 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:
[image: sotk]





Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung
Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan PP NO. 41 tahun 2007



Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kota Bandung. Terdiri dari:
1. Kepala badan 
2. Sekrtariat
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan dan Program
3.  Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang
1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2) Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota
4.  Bidang perencanaan ekonomi 
1) Sub Bidang Koperasi dan UKM
2) Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah
5.  Bidang Sosbud dan Sumber Daya Pemerintahan
1) Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur
2) Sub Bidang Sosial dan Budaya
6.  Bidang LITBANG 
1) Sub Tata Ruang dan Infrastruktur
2) Sub Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya
7. Bidang Statistik dan Pelaporan
1) Sub Bidang Statistik
2) Sub Bidang Pelaporan
8. Kelompok jabatan fungsional 

2.3.  Deskripsi Jabatan 
Berdasarkan gambar 2.1 yang menggambarkan struktur organisasi di BAPPEDA, maka uraian mengenai deskripsi jabatan adalah sebagai berikut:
A. Kepala BAPPEDA
· Memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan BAPPEDA;
· Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja BAPPEDA dalam perencanaan umum yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek;
· Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPPEDA;
· Memaraf atau menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
· Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait;
· Membina  dan memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja;
· Mengarahkan satuan kerja di bawahnya dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja;
· Mengarahkan satuan kerja di bawahnya dalam perencanaan umum yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
· Mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi, instansi vertikal, kecamatan dan kelurahan;
· Merumuskan rencana anggaran pembangunan dan belanja daerah bersama-sama dengan bagian keuangan dan bagian pembangunan di bawah koordinasi sekretaris daerah;
· Mengawasi persiapan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut;
· Memberikan saran, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan BAPPEDA kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
B. Sekretariat
· Melaksanakan pengurusan rumah tangga BAPPEDA;
· Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas kesekretariatan;
· Melaksanakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum dalam lingkup BAPPEDA;
· Mempersiapkan dan merumuskan data kelurahan serta lembaga-lembaga lain di wilayah Kota Bandung;
· Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan perencanaan umum yang dimulai dari Musbang Desa, Rakorwil sampai Rakorbang;
· Melaporkan kepada kepala BAPPEDA semua kegiatan intern;
· Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugasnya;
· Melaporkan semua kegiatan BAPPEDA yang menyangkut tugasnya;
· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
B.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
· Melaksanakan dan melayani urusan rumah tangga BAPPEDA;
· Menghimpun dan mendistribusikan kegiatan surat menyurat;
· Melaksanakan inventarisasi dan mengelola perlengkapan di BAPPEDA sesuai dengan RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit);
· Mengumpulkan dan mengelola uraian-uraian proyek dari Dinas/instansi di lingkungan pemerintah kota;
· Menyusun rencana kegiatan tahunan lingkup BAPPEDA;
· Mempersiapkan rapat koordinasi pembangunan di lingkungan pemerintah kota Bandung;
· Mempersiapkan dan menghimpun bahan-bahan anggaran;
· Memberikan saran kepada Kepala BAPPEDA tenang perencanaan umum di kota Bandung;
· Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan kepada kepala BAPPEDA melalui Sekretaris; dan
· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
B.2. Kepala Subbagian Keuangan dan Program
· Melaksanakan dan melayani pengelolaan administrasi keuangan lingkup BAPPEDA;
· Mengumpulkan dan mengelola realisasi keuangan proyek –proyek Bappeda baik rutin maupun pembangunan;
· Mengevaluasi kegiatan administrasi keuangan;
· Memberi saran kepada sekretaris tentang perencanaan keuangan Bappeda;
· Melaporkan hasil evaluasi administrasi keuangan kepada kepala Bappeda melalui Sekretaris; dan
· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.
B.3. Kepala Subbagian Kepegawaian
· Menginventarisir pegawai di lingkungan BAPPEDA sesuai dengan DUK;
· Menyusun/menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan analisa jabatan;
· Mengelola dan melayani kegiatan administrasi kepegawaian lingkup BAPPEDA;
· Menghimpun/menyiapkan DP.3;
· Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan krisis pegawai;
· Mengevaluasi kegiatan administrasi kepegawaian;
· Memberi saran kepada sekretaris tentang perncanaan Daerah;
· Melaporkan hasil evaluasi administrasi kepegawaian kepada Bagian kepegawaian melalui sekretaris; dan
· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.
C. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang
Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BAPPEDA dengan lingkup perencanaan fisik dan tata ruang.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi: 
· Pelaksanaan dan penyusunan  rencana dan pengelolaan kegiatan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
· Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan, perencanaan pembangunan perhubungan fisik dan prasarana;dan
· Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan fisik dan prasarana
a. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan
b. Sub Bidang Perhubungan
c. Sub Bidang Lingkungan
d. Sub Bidang Sarana dan prasarana
D. Bidang Perencanaan Ekonomi
· Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
· Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan pengembangan dunia usaha, serta perencanaan pembangunan pertanian;
· Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi; dan
· Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi.
a. Sub Bidang Perindag dan Koperasi
b. Sub Bidang Pariwisata
c. Sub Bidang Pengembangan Usaha
d. Sub Bidang Pertanian
E. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan 
Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BAPPEDA dengan lingkup sosial budaya dan sumber daya pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya  Pemerintahan mempunyai fungsi :
1.  Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya;
2.  Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya;
3.  Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya; dan
4.  Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya
Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya pemerintahan mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
E.1 Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sosial budaya dan sumber daya pemerintahan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur;
Untuk menjalankan tugas pokoknya,  Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Perencanaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur;
3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur, serta kerjasama perencaaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur; dan
4) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur.
E.2 Sub Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang sosial budaya dan sumber daya pemerintahan lingkup sosial budaya.
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai Fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Perencanaan pembangunan Sosial Budaya;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Sosial Budaya;
3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Sosial Budaya yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Sosial Budaya, yaitu perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan, penyusunan rencana pengelolaan sosial budaya, serta kerjasama perencaaan pembangunan sosial budaya; dan
4) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup sosial Budaya.
F. Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BAPPEDA dengan lingkup penelitian dan pengembangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitian dan pengembangan pembangunan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya; dan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai 2(dua) Sub   Bidang Yaitu :
F.1 Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur, mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur;
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Tata Ruang dan Infrastruktur;
2) Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Tata Ruang dan Infrastruktur;
3) Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan lingkup Tata Ruang dan Infrastruktur yang meliputi : penyiapan bahan penelitian, pengkajian, dan telaahan terhadap masalah-masalah strategis tata ruang dan infra struktur sebagai rekomendasi kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastuktur; dan
4) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan infrastuktur.
F.2 Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas bidang penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan sosial budaya.
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang ekonomi dan sosial budaya mempunyai fungsi :
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ekonomi dan sosial budaya;
2) Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan sosial budaya;
3) Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan lingkup Tata Ruang dan Infrastruktur yang meliputi : Penyiapan bahan penelitian, pengkajian, dan telaahan terhadap masalah-masalah strategis ekonomi dan sosial budaya sebagai rekomendasi kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
4) Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup tata ekonomi dan sosial budaya. 

G. Bidang Statistik dan Pelaporan
· Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan data dan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah;
· Pelaksanaan pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan statistik rencana pembangunan daerah, analisa penilaian pembagunan daerah, serta pelaporan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah:
a. Sub Bagian Data
b. Sub Bidang Statistik
c. Sub Bidang Analisa Penelitian
d. Sub Bidang Pelaporan
H. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4.  Aspek Kegiatan Perusahaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga pemerintah yang merencanakan pembangunan. Badan atau lembaga ini adalah penggerak pembangunan daerah yang diharapkan dapat menjawab segala permasalahan pembangunan.
BAPPEDA Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang didirikan tahun 1972. Melalui penyempurnaan organisasi oleh Provinsi Jawa Barat maka lembaga Badan perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut Bappemko untuk Kotamadya dan Bappemko untuk Kabupaten.
Bappemko merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal, ditetapkan dengan SK. Gubernur Provinsi Jawa Barat No.43 Tahun 1972. Setelah berjalan dua tahun baru dikukuhkan dan diakui dengan dikeluarkannya SK. Presiden No.15 Tahun 1974 walaupun sampai tingkat DATI I, sedangkan untuk DATI II masih berlaku SK Gubernur.
SK Presiden Np. 27 tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan Pembangunan DATI II untuk diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan DATI I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan DATI II  atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 tahun 1980 yaitu :
1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional;
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah di perlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu.
Pembentukan BAPPEDA Kota Bandung berdasarkan Perda No.21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, telah mendalami penyesuaian sejalan dengan peruabahan paradigm pembangunan. Berlakunya Undang – Undang No 25 tahun 2000 tetang kewenangan daerah maka keberadaan lembaga BAPPEDA  di masing- masing daerah disesuaikan tuntunan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka penemuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Kemudian ditetapkan perda No 06 tahun 2001 tentang pembukuan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
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